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ABSTRAK 

 

 Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, banyak juga anak yang 

melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Ketika seorang anak 

berhadapan dengan hukum, sudah sepantasnya seorang anak mendapatkan perlindungan hukum dari 

pemerintah dan aparat hukum. Penelitian ini di berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

anak berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan dan bentuk perlindungan hukum 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan. Penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriftif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

kepustakaan yang kemudian diolah dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 

bahan hukum. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalis dengan metode 

kualitatif. Disimpulkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, menurut Pasal 81 pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 

setengah dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung 

dari unsur-unsur tindak pidana yang menyertai, sehingga mengakibatkan multi tafsir bagi penegak 

hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan cara yaitu 

anak mendapatkan pendampingan dari wali, advokat atau pembimbing kemasyarakatan yang 

terdapat di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Sedangkan pengaturan diversi terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika seorang anak tidak 

didampingi maka dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi untuk kasus pembunuhan yang 

dilakukan oleh anak tidak dapat ditempuhkan jalur diversi sebagaimana menurut Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai syarat diversi. 
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ABSTRAC 

 

 Criminal acts are not only committed by adults, many childern also commit criminal acts, 

one of which is murder. When a child is faced with the law, it is only fitting for a child to get legal 

protection from the goverment and legal officials. This research focuses on two problem 

formulations, namely to find out how the regulations regarding criminal sanctions that can be 

imposed on childern conflict with the law in murder cases and the form of legal protection for 

children who are in conflict with the law in murder cases. This research is a normative juridical 

research which is descriptive in nature. Data collection techniques use library techniques which are 

then processed by carrying out and inventory and identification of legal materials. The data 

obtained in this study were then analyzed using qualitative methods. It is concluded that according 

to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, according to Article 

81 imprisonment which can be imposed on a child is a maximum of half of the maximum adult 

punishment imposed as a last resort, depending on the elements of the accompaying criminal act, 

so that resulting in multiple interpretations for law enforcers. Legal protection for children receiving 

assistance for a guardian, advocate or social adviser as contained in Article 23 of Law Number 11 

of 2012 concerning the Child Criminal justice System. Meanwhile, diversion arrangements are 

contained in Article 6 throught Article 14 of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile 

Criminal Justice System. If a child is not accompained, it is declared null and void. However, for 



cases of murder committed by children, the diversion route according to the Juvenile Criminal 

Justice System Law regarding the requirements for diversion. 

 

PENDAHULUAN 

 Anak iselain isebagai ikarunia iterbesar iia ijuga imerupakan isebagai imakhluk 

iTuhan iYang iMaha iEsa idan imakhluk isosial, iyang isejak idalam ikandungan isampai 

idilahirkan imempunyai ihak iatas ihidup idan imerdeka iserta imendapat iperlindungan 

ibaik idari iorang itua, ikeluarga, imasyarakat, ibangsa idan inegara.1 iPerlindungan ipada 

ianak idapat idiwujudkan idalam iberbagai ibentuk, iyakni imelalui ipemberian ihak-hak 

iterhadap ianak iyang idapat idikaitkan idalam ihukum, iseperti iperlindungan iatas 

ikesejahteraan, ipendidikan, iperkembangan, ijaminan imasa idepan iyang icerah, 

iperlindungan idari ikekerasan, iserta iperlindungan-perlindungan ilain iyang idapat 

imemacu itumbuh ikembangnya ianak isecara iwajar. 

 Keberadaan ianak iyang iada idi ilingkungan ikita imemang iperlu imendapat 

iperhatian, iterutama imengenai itingkah ilakunya. iDalam iperkembangan ikearah 

idewasa, ikadang-kadang iseorang ianak iakan imelakukan iperbuatan iyang ilepas 

ikontrol, iia imelakukan iperbuatan iyang itidak ibaik isehingga imerugikan idiri isendiri 

ibahkan iorang ilain. iAda iberbagai imacam ifaktor iyang imenyebabkan ianak 

imelakukan ihal-hal inegatif ibahkan itindak ipidana ipembunuhan. iTindak ipidana 

ipembunuhan imerupakan isuatu idelik imateriil iyang iartinya idelik iyang idirumuskan 

isecara imateriil, iyakni idelik iyang ibaru idianggap isebagai itelah iselesai idilakukan 

ioleh ipelakunya idengan itimbulnya iakibat iyang idilarang iatau iyang itidak 

idikehendaki ioleh iUndang-Undang.2 i 

 Ketika iseorang ianak iberhadapan idengan ihukum, iia imenghadapi ikekuasaan 

ipublik iyang imemiliki ikewenangan iberupa iupaya ipaksa iyang imembatasi ibahkan 

imerampas isejumlah ihak ianak idemi imenjaga iketertiban iumum. iJika iharus 

idilakukan iproses ihukum iterhadap ianak imaka itentunya ikurang iadil ijika ianak iyang 

iberkonflik idengan ihukum idiberlakukan iproses ihukum iyang isama idengan 

                                                           
 1 Endang Sumiarni, (2006), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, 

Yogyakarta: Universitas Atmajaya,  hlm. 2. 

 2 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), Delik-Delik Khusus Kejahatan 

Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1. 



iterdakwa idewasa. iBegitu ijuga idengan ipidana iyang inantinya iakan idijatuhkan 

ikepada ianak, itentunya isangat itidak iadil ijika ipidana iyang iharus idijalani isama 

idengan ipidana iterdakwa idewasa. 

 Seorang ianak iyang imelakukan itindak ipidana ijuga imembutuhkan 

iperlindungan ihukum, iperlindungan ianak idapat idilakukan isecara ilangsung imaupun 

itidak ilangsung, imaksudnya ikegiatan itersebut ilangsung iditujukan ikepada ianak 

iyang imenjadi isasaran ipenanganan ilangsung. iTelah i idiatur idalam iUndang-Undang 

iNomor i35 iTahun i2014 itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i23 iTahun 

i2002 itentang iPerlindungan iAnak, ibahwa iyang iberkewajiban idan 

ibertanggungjawab iterhadap iperlindungan ianak iadalah inegara, ipemerintah, 

imasyarakat, ikeluarga idan iorang itua. iMelalui iUndang-Undang iNomor i11 iTahun 

i2012 itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak, idi idalam iUndang-Undang iini 

imengatur idefinisi ianak, ilembaga-lembaga ianak, iasas-asas, isanksi ipidana, idan 

iketentuan ipidana. 

 Mengingat banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya 

dalam perkara pembunuhan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai 

pidana terhadap anak dalam perkara pembunuhan dan oleh sebab itu pula penulis 

mengangkat judul skripsi mengenai “Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana 

Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan”. 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua permasalahan yang diangkat yaitu, apa saja 

sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

dalam perkara pembunuhan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode ipenelitian iyang idilakukan iadalah ipenelitian ihukum iyuridis 

inormatif, ikarena ipenelitian iini idilakukan idengan icara imengkaji idan imenganalisis 

idari ibahan-bahan ipustaka iyang iberupa iliterature idan iperundang-undangan iyang 

iberkaitan idengan ipermasalahan iyang iakan idibahas, idalam ihal iini iadalah iberkaitan 

idengan Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan 

Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. 



PEMBAHASAN 

A. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik 

dengan hukum dalam perkara pembunuhan 

 Sanksi ipidana iadalah ipenderitaan iatau inestapa iyang idibebankan 

ikepada iorang iyang imelakukan iperbuatan iyang imemenuhi iunsur-unsur 

isyarat itertentu. iArti ilain isanksi idalam ikonteks ihukum, isanksi iberarti 

ihukuman iyang idijatuhkan ioleh ipengadilan, idan idalam ikonteks isosiologi 

isanksi idapat iberarti ikontrol isosial.3 Pemberian pertanggungjawaban pidana 

kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di 

masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan seorang 

anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu apalagi di era seperti saat ini 

seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam 

konteks positif maupun negatif. 

 Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai 

pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan terhadap 

nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya 

dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas 

dasar unsur kesalahan iyaitu ikejahatan iyang idilakukan idengan isengaja idan 

ikejahatan iyang idilakukan itidak idengan isengaja idimana idiatur idalam iKitab 

iUndang-Undang iHukum iPidana ipada iBab iXIX ibuku iII iyang iterdiri idari i13 

i(tiga ibelas) ipasal, imulai idari iPasal i338 isampai ipada iPasal i350. iKejahatan 

iterhadap inyawa iyang idilakukan itidak idengan isengaja idiatur idalam iBab 

iXXI iPasal i359. 

 Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah sebagaimana ipada 

iPasal i338 iKUHP itentang ipembunuhan ibiasa idengan ibunyi ipasal i“Barang 

isiapa idengan isengaja imenghilangkan inyawa iorang ilain, idi ipidana ikarena 

ipembunuhan idengan ipidana ipenjara ipaling ilama ilima ibelas itahun”. iPasal 

i338 iKUHP itentang iperbuatan imenghilangkan inyawa iorang ilain tersebut 

                                                           
 3 Tri Andrisman, (2009), Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar 

Lampung: Universitas Lampung, hlm 8. 



harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu adanya wujud atau bentuk dari suatu 

perbuatan, adanya suatu akibat dari perbuatan tersebut berupa 

meninggalnya orang lain (kematian), terdapat hubungan kausalitas antara 

perbuatan dan juga akibat yang berupa adanya kematian dari hal tersebut.4 

 Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (lex generalis) dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lex spesialis) 

dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu setengah 

dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada 

pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati.5 Selain itu juga diatur 

mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur iyaitu, 

ibagi ianak iyang iberumur i12 i(dua ibelas) isampai idengan iberumur i18 

i(delapan ibelas) itahun idapat idijatuhi ipidana isedangkan iyang iberumur i8 

itahun isampai idengan iberumur i12 i(dua ibelas) itahun ihanya iakan idikenakan 

isanksi itindakan. iUndang-Undang itersebut imengamanatkan iuntuk idalam 

ihal iproses ipenyelesaian ianak iyang iberhadapan idengan ihukum iharus iwajib 

imengutamakan imenggunakan iproses idiversi iterlebih idahulu isebagaimana 

ipada iPasal i5 iayat i3 iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2012. 

 Sanksi ibagi ianak iyang imelakukan itindak ipidana ipembunuhan iyaitu 

isesuai idengan iPasal i338 iKUHP i“Barangsiapa idengan isengaja imerampas 

inyawa iorang ilain, idiancam ikarena ipembunuhan idengan ipidana ipenjara 

ipaling ilama ilima ibelas itahun” dengan ketentuan setengah dari total 

maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi 

pidana penjara selama kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) tahun. Terlebih 

lagi korbannya adalah orang dewasa. Alangkah lebih efektif lagi apabila 

                                                           
 4 Jupri, 2011, “Kejahatan Terhadap Nyawa”, Negara Hukum November 2011, 

http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadapnyawa.html, diakses pada tanggal 26 Juli 

2020 pukul 10.00 wita. 

 5 Riza Alifianto, tanpa tahun terbit, “Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak 

Nakal”, Portal Garuda, http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18645&val=1156, 

diakses pada tanggal 26 Juli 2020 pukul 10.30 wita. 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18645&val=1156


sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan secara 

bersamaan (prinsip Double Track System). 

 Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut 

sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi 

atau itidaknya iunsur-unsur ipidana, ipembuktian idi ipersidangan iberdasarkan 

ikesesuaian ialat ibukti iyang isah, ikeyakinan ihakim, imelihat ihal-hal iyang 

idapat imemberatkan iatau imeringankan iterdakwa. Diharapkan pertimbangan 

tersebut sesuai dan dapat mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, 

mewujudkan prinsip proporsionalitas, dan asas-asas perlindungan anak 

lainnya serta juga tidak melenceng dari ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang anak yakni Undang-Undang SPPA 

(Sistem Peradilan Pidana Anak), Undang-Undang PA (Perlindungan Anak), 

Undang-Undang KA (Kesejahteraan Anak), dan sebagainya. 

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum dalam perkara pembunuhan 

 Tindak ipidana iyang idilakukan ioleh ianak itidak idapat idi ipandang 

iremeh. iKetika ianak itelah iterlanjur imelakukan itindakan iyang itak ipatut 

idilakukan ioleh ianak iataupun itindak ipidana, imaka isemestinya idiberikan 

itindakan idan iperlakuan iyang itepat. iTindak ipidana iyang idilakukan ioleh 

ianak idisatu isisi imenimbulkan ikorban idan ikerugian ibagi ikorban itersebut, 

itentunya ianak iyang imelakukan itindak ipidana iakan iberurusan idengan 

ihukum. iAnak iyang iberkonflik idengan ihukum isepatutnya imendapatkan 

iperlindungan ihukum, iseperti iyang itertera ipada iUndang-Undang iNomor i35 

iTahun i2014 itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i23 iTahun 

i2002 itentang iPerlindungan iAnak.6 

 Perlindungan ihukum ibagi ianak idalam iproses iperadilan itidak idapat 

idilepaskan idari iapa isebenarnya itujuan iatau idasar ipemikiran idari iperadilan 

ianak i(Juvenile ijustice) iitu isendiri. iDari itujuan idan idasar ipemikiran iinilah 

                                                           
 6 Munajah, (2015), “Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia”, 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol VII Nomor 14, edisi: Juli-Desember 2015. 



ibaru idapat iditentukan iapa idan ibagaimana ihakekat iserta iwujud idari 

iperlindungan ihukum iyang isepatutnya idiberikan ikepada ianak. ijelas iterlihat 

iperlunya ipendekatan ikhusus idalam imasalah iperlindungan ihukum ibagi 

ianak idalam iproses iperadilan, iHal idemikian iberarti iperlu iadanya iperhatian 

ikhusus, ipertimbangan ikhusus, ipelayanan idan iperlakuan ikhusus iserta 

iperlindungan ikhusus ibagi ianak idalam imasalah ihukum idan iperadilan. 

 Menurut iUndang-undang iNomor i11 iTahun i2012 itentang iSistem 

iPeradilan iPidana iAnak iadalah ikeseluruhan iproses ipenyelesaian iperkara 

ianak iyang iberhadapan idengan ihukum, imulai itahap ipenyelidikan isampai 

idengan itahap ipembimbingan isetelah imenjalani ipidana. iProses imemberi 

ikeadilan iberupa irangkaian itindakan iyang idilakukan ioleh ibadan-badan 

iperadilan idisesuaikan idengan ibentuk-bentuk iserta ikebutuhan ianak. 

iPeradilan ianak imeliputi isegala iaktifitas ipemeriksaan idan ipemutusan 

iperkara iyang imenyangkut ikepentingan ianak. 

 Mengacu ipada iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2012 itentang 

iSistem iPeradilan iPidana iAnak, iterdapat iistilah idiversi iatau ikeadilan 

irestoratif iyaitu ipengalihan ipenyelesaian iperkara ianak idari iproses iperadilan 

ipidana ike iproses idi iluar iperadilan ipidana. iKeadilan irestoratif imerupakan 

isuatu ipendekatan iyang ilebih imenitik iberatkan ipada ikondisi iterciptanya 

ikeadilan idan ikeseimbangan ibagi ipelaku itindak ipidana iserta ikorbannya 

isendiri. iMaka idiversi isendiri iadalah ibentuk iperlindungan ihukum ibagi 

iAnak iyang imelakukan itindak ipidana. iUpaya idiversi idalam iproses 

iperadilan ipidana ianak idi iIndonesia idiatur idalam iUndang-Undang iNomor 

i11 iTahun i2012 itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak iPasal i5 iAyat i(3) 

imewajibkan iupaya idiversi idalam iSistem iperadilan iPidana iAnak. 

 Upaya idiversi iini idilakukan iterhadap itindak ipidana iyang idiancam 

idengan ipidana ipenjara idi ibawah i7 i(tujuh) itahun idan ibukan imerupakan 

ipengulangan itindak ipidana.7 iProses idiversi iwajib imemperhatikan 

ikepentingan ikorban, ikesejahteraan idan itanggung ijawab ianak, 

                                                           
 7 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. 



ipenghindaran istigma inegatif, ipenghindaran ipembalasan, ikeharmonisan 

imasyarakat idan ikepatuhan, ikesusilaan idan iketertiban iumum. iUpaya idiversi 

iini iharus iditempuh ioleh ipihak ikepolisian, ikejaksaan, ipengadilan, imaupun 

ipembina ilembaga ipemasyarakatan. 

 Proses idiversi iwajib imempertimbangkan ikategori itindak ipidana, 

iumur ianak, ihasil ipenelitian ikemasyarakatan idari ibapas idan idukungan 

ilingkungan ikeluarga idan imasyarakat. iHasil ikesepakatan idiversi iantara ilain 

iperdamaian idengan iatau iganti irugi, imenyerahkan ikembali ikepada iorang 

itua iatau iorang itua iasuh, ikeikutsertaan idalam ipendidikan iatau ipelatihan idi 

ilembaga ipendidikan iatau iLPKS ipaling ilama i3 i(tiga) ibulan iatau ipelayanan 

imasyarakat. iDiharapkan ipenerapan idiversi idi isemua itingkatan idalam 

isistem iperadilan ipidana ianak idapat imengurangi iefek inegatif iketerlibatan 

ianak idalam iproses iperadilan itersebut. 

 Demikian itindak ipidana itetaplah itindak ipidana iyang itidak idapat 

idipandang iremeh imeskipun idilakukan ioleh iseorang ianak. iBahkan iseorang 

ianak itidak isepatutnya imelakukan itindak ikriminal. iBagaimana ipun itindak 

ipidana iyang idilakukan ioleh ianak itetap iharus idipertanggungjawabkan 

idengan imemperhatikan ikapasitasnya isebagai ianak. iBerkenaan idengan iusia 

idan ikategori iserta iberat iatau iringan itindak ipidana iyang idilakukan. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ipembahasan imengenai 

ipermasalahan idalam iskripsi iini, isebagaimana itelah idijelaskan ipada ibab 

isebelumnya, imaka idapat idinyatakan ikesimpulan isebagai iberikut : 

1. Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana pembunuhan diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara tegas, 

namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 81 yang menjelaskan, pidana 

penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari 



maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya 

terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana yang menyertai, 

sehingga mengakibatkan multi tafsir bagi penegak hukum. 

2. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 

adalah dengan cara yaitu anak mendapatkan pendampingan dari wali, 

advokat atau pembimbing kemasyarakatan yang terdapat di dalam Pasal 

23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan 

anak yang berkonflik dengan hukum. Pengaturan diversi terdapat dalam 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika seorang anak tidak 

didampingi maka dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi untuk 

kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat ditempuhkan 

jalur diversi sebagaimana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak mengenai syarat diversi. 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari 

skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pembentuk Undang-Undang terkait sanksi pidana terhadap 

anak yang berkonflik dengan hukum berupa tindak pidana pembunuhan 

dan tindak pidana berat lainnya diatur secara tegas di dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Pidana Anak agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pemberian sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum sehingga 

lebih  memberikan kepastian hukum. 

2. Aparatur penegak hukum harus memaksimalkan implementasi  konsep 

keadilan restoratif dan upaya diversi pada penyelesaian perkara anak 

serta mengupayakan pidana penjara sebagai upaya terakhir. 
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